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ABSTRACT 

 

Criminal procedural law contains authoritative norms, so if the law does 

not regulate it, it is not authorized. The existence of Perkap 6/2019 gives authority 

to the police to review public reports to be able or not to proceed to the 

investigation stage and also gives authority to the police to resolve criminal cases 

outside of the complaint offense with a restorative justice approach. Thus, it 

raises two legal issues, namely the first, regarding the authority of the Indonesian 

police in examining cases related to the appropriateness of public reports. 

Second, regarding the principle of restorative justice in the pre-trial justice 

process at the stage of initial investigation and investigation in the criminal 

justice system in Indonesia. 

This research is a prescriptive normative legal research by emphasizing the 

truth of coherence in order to solve legal issues, by using deductive reasoning and 

using a statutory and conceptual approach. 

The results of this research are first, that the authority of the police in 

Article 3 paragraph (3) Perkap 6/2019 raises juridical problems, namely the 

occurrence of conflict of rules, the potential for abuse of authority and preceding 

the investigation process, therefore the authority in Article 3 paragraph (3) 

Perkap 6 / 2019 should be put aside by still referring to the Criminal Procedure 

Code. Second, the principle of restorative justice at the stage of investigation and 

investigation which is part of pre-trial justice in the criminal justice system is still 

not in line with the Criminal Procedure Code which contains retributive justice 

values, but philosophical justification of restorative justice reflects the value of 

justice as the goal of law. Thus, it is necessary to harmonize the law in the 

criminal justice system in Indonesia, namely including a restorative justice 

approach in the Draft Criminal Procedure Code so that there is no over-lapping 

with the provisions below to create legal certainty. 
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ABSTRAK 

 

Hukum acara pidana mengandung norma kewenangan, sehingga apabila 

undang-undang tidak mengaturnya maka tidak berwenang. Adanya Perkap 6/2019 

memberikan kewenangan terhadap kepolisian untuk mengkaji laporan masyarakat 

untuk dapat atau tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan juga memberikan 

kewenangan kepada kepolisian untuk menyelesaikan perkara tindak pidana diluar 

delik aduan dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian 

memunculkan dua isu hukum yakni yang pertama, mengenai kewenangan 

kepolisian Republik Indonesia dalam pemeriksaan perkara terkait kelayakan 

laporan masyarakat. Kedua, mengenai prinsip keadilan restoratif terhadap proses 

pre-trial justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan 

pidana di Indonesia.  

Penelitian ini merupakan legal research yang secara normatif bersifat 

preskriptif dengan menekankan pada kebenaran koherensi dalam rangka 

memecahkan isu hukum, dengan menggunkan penalaran deduktif serta memakai 

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. 

Hasil penelitian ini yaitu pertama, kewenangan kepolisian dalam Pasal 3 

ayat (3) Perkap 6/2019 menimbulkan permasalahan yuridis yakni terjadinya 

konflik aturan, berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan mendahului 

proses penyelidikan, oleh sebab itu kewenangan dalam Pasal 3 ayat (3) Perkap 

6/2019 seyogianya dikesampingkan dengan tetap mengacu pada KUHAP. Kedua, 

prinsip keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang 

merupakan bagian dari pre-trial justice dalam sistem peradilan pidana masih 

belum sejalan dengan KUHAP yang mengandung nilai-nilai retributive justice, 

namun justifikasi secara filosofis keadilan restoratif mencerminkan nilai keadilan 

sebagai tujuan dari hukum. Dengan demikian diperlukan harmonisasi hukum pada 

sistem peradilan pidana di Indonesia yakni memasukan pendekatan keadilan 

restoratif dalam RUU KUHAP agar tidak terjadi over lapping dengan ketentuan 

dibawahnya untuk menciptakan kepastian hukum.  

 

Kata Kunci: Kewenangan, Pre-Trial Justice, Sistem Peradilan Pidana.  
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